Memmbaneg

Mengmngat

NAGARI TAMDANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI TAMBANG
KOMOR 07 TANUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

i -

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALl HAGAR] TAMBANG, .
bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Nagas
sebagai  wujud dari pengelolaan keuangan Nagar
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besamya  kemalmmran masvarakat
nagari;
hﬁ;ﬁ'ﬁ Anpparan Pendapatan dan Belanja Nagar Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Napgari
tentans Anggaran Pendapatan dan Belama Nagar
Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesual dengan
kehutuhan penyvelenggaraan pemernintahan  Nagan
herdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lngkungan,
dan kemandinan sshingea menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintaban dan pembangunan
menuju masvarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, periu menctapkan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagan Tahun Angsarmn 2022

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daeralh  Propinsi  Sumatera  Barat
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1956
Momor 25] jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 1643);
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Undang Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pembangunan Nasional (Lembar MNegara
Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara
Nomor 3952);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 9014 Memor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 54935);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kehijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistern Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Nisease
2019 [COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £516);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457 5];
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4578|;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah




1.3,

L.

16,

17.

18.

19.

20.

2%

22,

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 46 14];

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor &
Tahurm 2014 tentang Desa schagaimana telah beberapa
kali diubsh, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Momor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peratyran Pemerintah Nomer 43 Tahun 204 lentang
Peraturan Pelaksanpan Undang- Undang Nemor G
Tahun 2014 tentang Dess (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1);

Pergturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5558]
sehagaimana telah  diubah beberapa  kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2016
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor 57}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Megara Hepubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
9016 tentang Bedan Permusaywaratan Desa (Berita
Megara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8%);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 20 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 611);

Peraturann  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik [ndonesia Nomar
16 Tahun 2019 tentang Musvawarah Desa [Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1203}
Peraturan Mentern  Desa, Pembangurian  Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik [ndonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Pesa Tahun 2021 (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menters [Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdavaan Masyarakat Desa (Berita
Megara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633}
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 PME.07 /2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641];

Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomaor
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07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penphasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun
2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir
Selatan vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupatl Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun
2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagan dan
Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun
2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
setiap MNagari vang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2022

Peraturan Nagar Tambang Nomor 02 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Tahun 2019 - 2024;

Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Nagari;

Peraturan MNagar Tambang MNomor 03 Tahun 2020
Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
Peraturan Nagar Tambang Nomor 06 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagar Tahun 2022
Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 900/
70/ Kpts-C.IV.J/X1/2021 tentang Keputusan Evaluasi
Anggatan Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang
Tahun Anggaran 20232,




Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
MAGARI TAMBANC
Dan
WALI NAGAR] TAMBANG

MEMUTUISEKAN :

Menetapkan  : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN

2022,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian
sehagai berikut:

1. Pendapatan Nagari Rp. 1.412.687.106,00,-
2. Belanja Nagari Rp. 1.500.989.233,88,-
Surplus/Defisit Rp. (88.302.127.88,)

3. Pemmbiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan Ep. 85302, 127 ,88,-

b. Fengeluaran Pembiayaan Ep. 0,00.-

Surplus/Defisit Ep. 88.302.127,88 -

Sisa Lebih Anggaran Ep. 0,00,-
Pasal 2

Uraian lchih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 fercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan darl Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB

Magari
Paszal 4
Peraturan Nagar ini mulai berialm pada tanggal dinndangkan.




Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Nagar ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang

Ditetapkan di @ Tambang
- pada tanggal : 31 Desember 2021

Diundangakan di : Tambang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS N TAMBANG
FEVI SARI
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